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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1.

Dilakukan euthanasia harus bertujuan untuk kepentingan terbaik
pasien agar terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan.
Dilakukan pada pasien yang sudah tidak memiliki kemungkinan
untuk sembuh. Menghentikan pengobatan medis dan perawatan
medis yang mengakibatkan mempercepat kematian pasien termasuk
dalam tindakan euthanasia pasif. Fenomena euthanasia di Indonesia
menuntut pembaruan hukum yang dapat mengatur euthanasia
secara tegas dan tepat. FEuthanasia baik aktif maupun pasif
merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Meskipun Pasal
461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru secara tegas
menyebutkan euthanasia aktif, pasal tersebut belum memenuhi
unsur-unsur dari euthanasia itu sendiri. Pasal 461 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana baru juga belum mengatur mengenai
euthanasia pasif dan belum ada peraturan yang secara yuridis
mengatur mengenai euthanasia pasif sehingga masih sering terjadi
tanpa orang-orang ketahui bahwa tindakan tersebut termasuk
euthanasia pasif. Penulis menekankan perlunya pembaharuan
peraturan dan tinjauan yuridis yang lebih mendalam mengenai
peraturan terhadap tindakan euthanasia baik aktif maupun pasif.

Pasien dan keluarga pasien harus memenuhi asas subsidiaritas dan
asas proporsionalitas dari alasan ekonomi menjadi noodtoestand.
Noodtoestand disini terjadi karena adanya benturan kepentingan
hukum dengan kewajiban hukum dari rumah sakit dan pasien dan
keluarganya sehingga dapat menjadi noodtoestand. Bagi pasien dan
keluarga pasien yang berada di status ekonomi menengah kebawabh,
alasan ekonomi dapat menjadi noodtoestand dari tindakan
euthanasia pasif. Perlu diperhatikan meskipun alasan ekonomi dapat

menjadi salah satu alasan pembenar dari permohonan penghentian
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tindakan medis dan pengobatan medis namun tetap harus ada

pembuktian dari kemampuan ekonomi pasien.

5.2. Saran

1.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan pembaruan
peraturan mengenai euthanasia baik aktif maupun pasif yang
mencakup unsur-unsur dari euthanasia itu sendiri. Perlu juga
pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualifikasi dari
euthanasia pasif, agar masyarakat dan tenaga medis juga paham apa
saja tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau
tindakan yang dapat dianggap euthanasia pasif dan dapat
menghindari melakukan tindak euthanasia pasif.

Perlunya pemahaman mendalam mengenai kemampuan ekonomi
serta status ekonomi dapat diterima sebagai noodtoestand yang
memungkinkan untuk membenarkan tindakan euthanasia pasif.
Dibarengi dengan pengaturan mengenai batasan kemampuan
ekonomi dan status ekonomi keluarga seperti apa atau bahkan
pembuktian yang dapat dilakukan oleh pasien dan keluarga untuk
membuktikan kemampuan ekonomi dari keluarga yang dapat
dikategorikan sebagai noodtoestand. Hal ini akan membantu
menciptakan batasan yang jelas mengenai alasan ekonomi sebagai

noodtoestand.
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